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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi 

rahmat  karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD 

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. 

Rencana Strategis  Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 

2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 

Tahun 2010, tanggal : 21 Oktober  2010, tentang Tahapan dan tata cara penyusunan 

Rencana Strategis SKPD. 

Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada 

hekekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi 

melalui proses dan pemahanan yang bersifat incremental ( senantiasa meningkat dan 

terus menerus ) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan di masa datang. 

Rencana Strategis Kecamatan  Kabupaten Gresik ini, semoga menjadi 

arah dan pedoman serta motifasi peningkatan kinerja bagi karyawan Kecamatan 

Bungah Kabupaten Gresik, didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

Bungah , 01 September  2021 

CAMAT   BUNGAH 

 

 

MUNIR, S.Sos., M.Si. 

Pembina 

NIP. 19650320 198603 1 011 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dan 

berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat Kecamatan Bungah serta 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026 

Dokumen Renstra ini disusun melalui Suatu Proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang 

ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra 

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, 

arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan 

dilaksanakan sampai Tahun  2026. 

Dokumen renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka 

menengah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya 

akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang 

akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja  ( Renja ) 

Kecamatan Bungah Kabupeten Gresik. 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan 

melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan 

kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. 

Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu 

pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, 

tatacara penyusunan pengendaliandan evaluasi pelaksanaan rencana 

Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA 

STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 

89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD 
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b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD 

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan 

d. Penetapan Renstra SKPD 

 

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dan 

pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksut meliputi : 

a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan 

Tim penyusun Renstra SKPD 

b. Orientasi mengenai Renstra SKPD 

c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan 

d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah 

 

Dalam membentuk Tim Penyusun Rentra SKPD Kecamatan Bungah tersusun 

dan di seleksi sebagaimana : 

a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan 

rancangan Surat Keputusan Kepala SKPD tentang pembentukan tim 

penyusun Renstra SKPD  

b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf 

SKPD Kec. Bungah yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang 

perencanaan dan penganggaran 

c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan 

dokumen Renstra SKPD Kec. Bungah dan dipilih orang-orang yang 

benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang 

cukup.  

d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas 

SKPD, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap Seksi dan subbag 

dan staf yang ada di SKPD Kec. BUngah dan dapat melibatkan tenaga ahli 

sesuai dengan  kompetensi yang dibutuhkan.  

Tugas tim penyusun Renstra SKPD Kec. Bungah dijabarkan kedalam 

agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan 

ditetapkannya Renstra SKPD.  

 

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Bungah 

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bungah ini adalah sebagai 

berikut:  

 

 



 

 7 
 

▪ Ketua Tim  : Camat Bungah 

▪ Sekretaris Tim  :  Sekretaris Camat Bungah 

▪ Kelompok Kerja : 

✓ Fasilitator : Kasubag. Keuangan Prog. & Pelaporan Kec. Bungah 

✓ Pelaksana :  1. Kasi Pemerintahan 

        2. Kasi Ekonomi 

         3.   Kasi Pembangunan 

        4.  Kasi Trantib 

      5. Kasi Kesra 

         6. Kasubsi Umum dan Kepegawaian 

✓ Pembantu pelaksana :  Para staff Kecamatan Bungah 

 

Dengan terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan 

Bungah tersebut dalam melaksanankan tahapan kegiatan dari persiapan sampai 

dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Bungah perlu 

memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD 

kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk : 

▪ Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan 

nasional dan daerah,  

▪ Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,  

▪ Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis  

▪ Menginterprestasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 

yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD. 

 

Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA SKPD 

Kecamatan Bungah agar bisa menumbuhkan kesadaran  melakukan peningkatan 

kinerja Individu / SDM Aparatur  dan organisasi melalui pemberian pemahaman 

– pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan 

Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan 

dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang 

menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan 

ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusunan penetapan 

RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan 

dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah 

yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah : 
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RPJP RPJP 

DAERAH DAERAH 

RPJM RPJM 

DAERAH DAERAH 

RENSTRA RENSTRA 

SKPD SKPD 

RAPBD RAPBD 

RKA RKA 

SKPD SKPD 

APBD APBD 

RINCIAN RINCIAN 

APBD APBD 

UU. No. 25/04 UU. No. 25/04 
SPPN SPPN 

RKP RKP 

DAERAH DAERAH 

RENJA RENJA 

SKPD SKPD 

UU. No. 17/03 UU. No. 17/03 
KN KN 

Pedoman Pedoman 

Pedoman Pedoman 

Pedoman Pedoman 

Pedoman Pedoman 

Pedoman Pedoman 

Dijabarkan Dijabarkan 

Diacu Diacu 

20  th 5  th 1  th 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten 

Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun;  

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Gresik tahun 2021 – 2026, merupakan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun;  

 

2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik; 

 

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD 

dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran 

Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN 

PERENCANAAN LAINNYA 

 

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini 

merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan 

sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kebupaten Gresik Nomor :21 Tahun 2013 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah 

awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana 

instruksi Presiden Nomor ; 7 Tahun 1999. 
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1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 

2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat ( 1 ) :  “ Renstra SKPD 

memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif “ ; 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut 

Renstra – SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD. 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 

2021 – 2026 dimaksudkan agar Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mampu 

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, Nasional dan global 

sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka 

meningkatkan kinerja profesionalnya. 

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD 

Kabupaten Gresik, Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional ; (2) 

menjabarkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2021 – 

2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ; (3) menyediakan 

dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan 

rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) menentukan strategi untuk : 

pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa 

depan , adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi 

vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas 

penggunaan sumber daya organisasi. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

– 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 

1. Pada Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian 

penjelasan umum , latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan 

disusunnya Ranstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan tata urut 

penyusunan Renstra. 

2. Pada Bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yakni Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian 

struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan 

analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal 

maupun lingkungan eksternal, Sumber Daya SKPD Kecamatan Bungah, 

Kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan. 

3. Pada Bab III berisi Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi , identifikasi 

Permasalahan, telaah fisi misi dan Program kepala derah dan Wakil kepala 
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Daerah, telaah Renstra, telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup 

strategis dan penentuan isu-isu Strategis. 

4. Pada Bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas Visi dan Misi, tujuan 

dan sasaran beserta Indikatornya, strategi yang akan ditempuh berupa program 

dan kegiatan pokok   yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 

renstra yakni  2026,  

5. Pada Bab V berisi Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan Indikatif. 

6.  Pada Bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KEC. BUNGAH 

 

A.   TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 

a.   Susunan organisasi Kecamatan  

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 

sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor : 21 Tahun 2013 

adalah terdiri atas ; 

1.  Camat 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan 

3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Seksi Ekonomi  

6.  Seksi Pembangunan 

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN BUNGAH 

(PERATURAN BUPATIGRESIK NOMOR 21 TAHUN 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI 

KECAMATAN BUNGAH 

 

CAMAT 

 

SEKRETARIS 

KECAMATAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

FUNGSIONAL 

 

KASUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

KASUB BAGIAN 

KEUANGAN, 

PROGRAM DAN 

PELAPORAN 

 

SEKSI 

PEMBANGUNAN 

SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

 

 

SEKSI   EKONOMI 

 

SEKSI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

 

SEKSI 

PEMERINTAHAN 
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b.   Tugas Pokok dan Fungsi 

 

1.1 Camat 

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang 

meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum. 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan. 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan. 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. 

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 

yang meliputi aspek: 

a. Perizinan. 

b. Rekomendasi. 

c. Koordinasi. 

d. Pembinaan. 

e. Pengawasan. 

f. Fasilitasi. 

g. Penetapan. 

h. Penyelenggaraan dan 

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan 

(3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimaan 

tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan 

kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan. 

b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. 

c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan. 

e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana 

prasarana faislitas umum. 

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan. 

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau 

kelurahan. 

i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan 

pasca bencana. 

j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan. 

k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan. 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

1.2 Sekretaris Kecamatan 

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan 

penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan 

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat. 
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b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat/aparatur Kecamatan. 

c. Pengelolaan urusan keuangan. 

d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian. 

e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 

f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

Kecamatan. 

g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah. 

h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya 

yang ada di wilayah kerjanya. 

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

Kecamatan. 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

(1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, 

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris Kecamatan. 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaran 

pelayanan di Kecamatan 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di 

Kecamatan. 

c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. 

d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor 

e. Melaksanakan administrasi kepegawaian. 

f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah. 

g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah 

lainya yang ada di wilayah Kecamatan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas: 
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a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program 

dan kegiatan kecamatan 

b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan 

pelaporan 

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan 

pelaporan 

d. Mengelola keuangan Kecamatan. 

e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka 

pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 

1.3 Seksi Pemerintahan 

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

Kecamatan di bidang pemerintahan. 

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

  

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan. 

b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum. 

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan 

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan 

e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih 

dan/atau penjabat sementara. 

f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat 

sementara 

g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan. 

h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di 

Kecamatan. 

i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa 

j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 

Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya. 
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k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan 

anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan 

pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta 

penyelesaian perselisihan antar desa. 

l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan 

tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk 

kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara 

menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai degan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah 

terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian 

perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya. 

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Camat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum menyelenggarakan fungsi: 

 

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat. 

b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat. 

d. Pelaksanaan tugan pembantuan operasional penegakan dan 

pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan 

perundang-undangan lannya diwilayah kerjanya. 

e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat 
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f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan ketertiban umum. 

g. Pelaksanaan monitoring  evaluasi dan pelaporan keamanan dan 

ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan 

lingkungan. 

h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

i. Pelaksanaan pemantauan  pencegahan dan pengambilan sumber 

daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan 

makluk hdup dan kelestarian lngkungan. 

j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Derah serta peraturan perundang-

undangan lainnya di wilayah kerjanya. 

k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

1.5 Seksi Ekonomi  

(1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan 

urusan di bidang ekonomi  

(2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan 

potensi dan peningkatan pertumbuhan  ekonomi masyarakat. 

b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat 

c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potenasi dan 

peningkatanpertumbuha ekonomi masyarakat 

d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat 

e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potenasi dan 

peningkatanpertumbuha ekonomi masyarakat 
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f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di 

kecamatan sesuai ketentuan perundangan. 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan 

pokok. 

h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program 

Pemerintah. 

i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang 

urusan ekonomi dan 

j. Pelaksanaan tuags kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

1.6. Seksi  Pembangunan 

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

melaksanakan urusan di bidang pembangunan. 

(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan. 

b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan 

desa dan atau kelurahan. 

c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan 

pembangunan di kecamatan. 

d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan 

perundang-undangan. 

e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat 

guna; dan 

f. Pelaksanaan tuags kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

1.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat 

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat. 

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggugjawab kepada Camat. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan 

pendidikan formal dan non formal. 

c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatn 

program kesehatan, pendidikan  generasi muda , keolahragaan 

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita. 

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup 

antar umat beragama. 

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan 

berbahaya lainnya.. 

f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang 

masalah social dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan 

masalah sosial 

g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial 

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. 

h. Pemrosesan rkomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu 

serta bersifat mandiri. 

 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang 

dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. 

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab 

kepada Camat. 
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas 

jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

B. SUMBER DAYA SKPD 

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD 

Kecamatan Bungah didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu : 

1)   Sumber Daya Manusia 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi 

karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi 

organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia 

menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan 

organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari 

Pegawai/karyawan. Pegawai Negeri Sipil yang ada di SKPD Kecamatan 

Bungah terdiri dari Pejabat eselon III 2 orang, Pejabat eselon IV 6 orang dan 

staf sebanyak 17 orang, yang telah bertugas sesuai dengan fungsinya masing-

masing 

2)   Sumber Daya Aset/Modal 

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan 

Bungah dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun 

dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan 

masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bagunan Gedung Kantor, Rumah 

Dinas Camat, Rumah Dinas Sek Cam, Mushola dan Kendaran Roda 4 

sebanyak 2 unit , Kendaraan Roda  2 sebanyak 5 unit. 

 

 

C. KINERJA PELAYANAN SKPD 

Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui 

apakah suatu SKPD Kecamatan Bungah telah melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, 

atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan 

baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh Kantor 
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Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada tahun sebelumnya dengan 

menetapkan: sasaran dan indikatornya, program dan kegiatan yang  tersususun 

sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.1 

 

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 

Tantangan atau hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 

Kecamatan Bungah  dalam mencapai tujuan adalah sebagian besar  datang dari 

luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda 

organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau hambatan 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional, 

maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya 

yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan  dalam perencanaan 

pembangunan Daerah. 

2. Perlu tambahan perhatian khusus untuk dipertimbangkan dalam perencanaan 

pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Bungah karena adanya 

pembangunan Pelabuhan yang sangat besar di wilayah Kecamatan Manyar 

yang imbasnya tentu menuju ke Kecamatan Bungah , karena Kecamatan 

Bungah berbatsan dengan Kecamatan Manyar. 

3. Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap hasil Pembangunan Daerah 

yang menuntut antara perencanaan dan kenyataan yang sesuai harapan 

mereka. 

4. Semakin  transparannya  informasi  melaui  media  masa , baik  cetak maupun 

elektronik, dituntut peran Kecamatan Bungah harus lebih renponsif terhadap 

dinamika Pembangunan Daerah. 

5. Tumbuhnya daya saing sumber daya manusia  antar SKPD menuntut 

peningkatan kinerja melaui Real Time Pelayanan Kecamatan Bungah dengan 

memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. 

6. Tuntutan  reformasi  diberbagai   bidang  kehidupan  khususnya  dalam 

menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan 

amanah. 

7. Pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  maksimal   tanpa 

komplain sebagi instansi Pembina penyelenggara pemerintahan Desa. 

8. Ada 8 Desa di Wilayah Kecamatan Bungah yang wilayahnya berbatasan 

dengan Sungai Solo sehingga setiap tahunnya terkena bencana banjir . 

 

Peluang Pengembangan Pelayanan yang ada yaitu : 
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1. Perubahan  paradigma  system pemerintahan demokratis berdasarkan undang 

– undang Nomor : 32 tahun 2004, tentang pemerintahan di Daerah dan undang 

– undang nomor 25 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan 

Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Bungah dalam perencanaan 

pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

proses perencanaan Pembangunan Daerah. 

2. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor : 13 tahun 2006, 

tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kecamatan ditetapkan sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) 

3. Adanya kepercayaan dari Kepala Daerah/Bupati dan masyarakat kepada 

Kecamatan Bungah untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan 

permasalahan di masa depan. 

4. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan Daerah 

cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan 

setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bungah. 

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kwalitas SDM melalui 

peningkatan pendidikan formal, Pendidikan Latihan dalam dan Luar Negeri 

bagi setiap Pegawai. 

6. Mudahnya  mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat sehingga 

dapat meningkatkan profesionalisme. 

7. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang 

dibuktikan dengan cukup tingginya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan 

proyek pembangunan di Desa . 

8. Kecamatan Bungah wilayah desanya sebagian besar berada di bantaran sungai 

solo sehingga setiap tahunnya terkena banjir , sehingga perlu adanya antisipasi 

dengan menganggarkan  dari APBD guna pembangunan TPT di wilayah yang 

terkena erosi sungai solo. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan Tugas  dan fungsi Pelayanan  SKPD. 

A . Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pelayanan public maka 

langkah-lagkah yang akan di ambil : 

1)  Revormasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan 

SKPD Kecamatan Bungah adalah : 

(1)   Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil. 

(2) Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan. 

(3)  Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan 

penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta 

memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. 

(4)  Memberikan kesejahteraan / insentif bagi petugas pelayanan. 

 

2)  Peningkatan Sarana dan Prasarana 

 Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana 

sebagai berikut : 

(1) Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan. 

(2)  Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan 

prosedur pelayanan. 

(3) Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk 

mempermudah dan mempercepat pelayanan. 

(4)  Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik ( email, 

Telephon, faximile ) 

(5)  Menyediakan AC dalam ruang pelayanan masyarakat . 

3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan 

(1)  Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada 

kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di 

Kecamatan Bungah. 

(2)  Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui 

konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam 

pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan. 
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(3) Menyederhanakan    prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan 

aturan yang telah ditetapkan. 

(4)  Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk 

segera diselesaikan. 

B . Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan 

Pembangunan maka langkah-lagkah yang akan di ambil : 

a) Mendorong pemerintah desa dalam menjaring aspirasi masyarakat 

dalam rangka musyawarah pembangunan desa untuk melibatkan 

semua unsur masyarakat yang ada di desa. 

b) Identifikasi terhadap infrastruktur yang ada untuk membandingkan 

dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan 

c) Bersama-sama masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah ( DPRD ) untuk menentukan dan menetapkan program 

prioritas pembangunan. 

d) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tetangga untuk 

menentukan batas witayah guna menghindari konflik 

C . Menejemen pemerintahan di desa sebegai supervisi pembangunan maka 

langkah-lagkah yang akan di ambil : 

a) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa dengan upaya 

melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan. 

b) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan koordinasi 

dengan pemerintah Kabupaten. 

c) Menindaklanjuti dan memperbaiki segala bentuk temuan oleh 

Inspektorat Kabupaten. 

d) Memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam upaya 

peningkatan menejemen peerintahan desa. 

 

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah. 

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala 

terpilih, telah diemplementasikan dan ditetapkan dalam Renstra SKPD 

Kecamatan Bungah dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat, akan tetapi ada beberapa program dan kegiatan yang ditangani 

oleh SKPD Kabupaten yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui 

SKPD Kecamatan mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik dalam 

lima tahun kedepan. 

 



 

 26 
 

3.4. Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

Rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026, membawa dampak kebijakan yang perlu 

ditetapkan di SKPD Kecamatan Bungah diantaranya : 

1. Rencana tata ruang Pariwisata laut dan wisata Relegi. 

Kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Bungah sebatas 

sosialisasi Pembebasan dan perluasan lahan, dampak yang akan timbul 

atau reaksi masyarakat sekitar. 

2. Rencana tata ruang pemukiman. 

Pertambahan penduduk sangat berpengaruh pada rencana tata ruang yang 

telah ditetapkan Dalam RPJMD , untuk itu perlu ditetapkan dalam 

Renstra dalam kurun waktu sampai akhir periode. 

3.5. Penentuan isu – isu Strategis 

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, Identifikasi 

isu-isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas priotas 

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika Birokratis 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Perencanaan Pembangunan antara lain dimaksutkan agar layanan 

SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi 

pengguna layanan, oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat 

dan lingkungan externalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang 

tidak boleh diabaikan 

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa 

mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan 

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

 Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis 

internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis 

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD 

dimasa lima tahun mendatang. 

Berikut ini isu – isu strategis yang ada dikantor Kecamatan Bungah di 

masing-masing Seksi dan Subbagian adalah : 
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1. Pemerintahan 

Tim Pendamping menyusun juknis untuk melakukan evaluasi 

pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan 

Desa. 

2. Pembangunan 

Pada setiap awal tahun di sekitar bulan Pebruari  diharapkan Kepala Desa 

telah menyusun skala prioritas  hasil Musrenbang lewat usulan BPD, 

Tokoh Agama, tokoh masyarakat ( RTdan RW ) Relawan/ LSM Desa 

untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya 

akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten. 

3. Ekonomi 

a. Lembaga ekonomi desa baik itu berbentuk koperasi maupun Bumdes 

ataupun dalam bentuk lain yang eksis keberadaannya akan diusulkan 

bantuan dana ke Tingkat Kabupaten . 

b. Memantau dan melaporkan perkembangan harga kebutuhan pokok 

masyarakat di Wilayah Kecamatan Bungah . 

4. Kesejahteraan Rakyat 

a. Membutuhkan selalu Koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama 

dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang 

siap diikut sertakan dalam even-even lomba MTQ di setiap tingkatan 

b. Diperlukan perencanaan program tentang pemberdayaan Karang 

Taruna dan Organisassi Kepemudaan yang ada di Wilayah Kecamatan 

Bungah . 

5. Ketentraman dan Ketertiban ( Trantib ) 

Lemahnya pemahaman terhadap bahaya penggunaan Narkoba bagi 

generasi muda adalah selain tanggungjawab orang tua juga adanya peran 

serta Pemerintah dan masyarakat dalam rangka pencegahan pengaruh 

ketergantungan penggunaan Narkoba 

6. Umum dan Kepegawaian 

a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk 

memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan 

berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian 

pelayanan public 

b. Anggaran pemeliharaan rutin hanya untuk rumah dinas, gedung kantor 

dan kendaraan dinas sedang untuk pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan Kantor perlu adanya tempat penyimpanan barang berupa 

gedung gudang guna efisiensi dan efektifitas sarana Kantor 
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7. Keuangan, Program dan Pelaporan 

Mengoptimalisasikan Penyusunan Program di setiap tahapannya di SKPD 

Kecamatan Bungah melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan 

bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana 

program Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan 

serta koordinator kegiatan 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

a. Tujuan Renstra Kecamatan Bungah 2021 – 2026 

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Bungah dalam Renstra 2021 – 

2026 adalah sebagai berikut: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas “ . 

 

b. Sasaran Jangka Menengah SKPD 

 Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang 

ditetapkan  dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan 

program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifatspesifik, 

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai 

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan 

bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa 

tindakan penganolokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi 

organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi Creteria 

specific, measurable, agresif but attainable resuli oriented dan tame bond, 

guna memenuhi kreteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai 

dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda 

yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya 

pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur 

keberhasilan pencapaian sasaran  

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta 

sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja 

Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bungah kabupaten Gresik dalam 

mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan 

indikator yang ditetapkan sebagai berikut : 

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
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NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Meningkatkan 

tata kelola 

pemerintahan 

yang bersih, 

akuntabel 

dengan 

pelayanan publik 

yang berkualitas 

Meningkatkan 

kualitas dan 

kebermanfaatan 

pelayanan publik 

di kecamatan 

Nilai Survey 

Kepuasan Masyarakat 

Pelayanan Publik di 

Kecamatan 

75 % 78 % 81 % 84 % 88 % 93 % 

 

Tabel 4. 1 INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah 

mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Gresik. Kejayaan yang 

dimaksud adalah Suatu Kondisi Terwujudnya Gresik Sebagai Kabupaten 

Unggul Dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan Dalam Pembangunan 

Infrastruktur, Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Berkeadilan Adalah suatu Strategi dan 

arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Gresik. Dengan pendekatan komprehensif, 

strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif 

dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-

program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh 

arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. 

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Gresik dalam 

memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu 

lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah 

Kecamatan Bungah dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk 

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai 

dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam 

setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam 

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 seperti tabel sebagai 

berikut: 
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MISI 

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta 

mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif 

TUJUAN 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel 

dengan pelayanan publik yang berkualitas 

SASARAN 

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan 

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

Meningkatkan tata 

kelola 

pemerintahan yang 

bersih, akuntabel 

dengan pelayanan 

publik yang 

berkualitas 

Meningkatkan 

kualitas dan 

kebermanfaatan 

pelayanan publik di 

kecamatan 

Nilai Indeks 

kepuasan 

masyarakat 

pelayanan 

kecamatan 

Melaksanakan 

penyebaran 

kuisioner 

kepada masyarakat 

guna mengukur 

dan 

mengetahui 

kepuasan 

masyarakat dalam 

pelayanan di 

kecamatan 

 

 

Tabel 4. 2 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi 

dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Bungah dengan  RPJMD Kabupaten Gresik, 

maka Rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021 – 

2026  adalah : untuk  tahun 2021 – 2026 agenda rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan 

sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program dan kegiatan yang telah 

didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021 – 

2026  yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD, adapun rencana 

program dan kegiatan tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.1.2. Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik 

1.3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan 

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

2.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit 

kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 

2.1.1. Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah kecamatan 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

3.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan didesa 

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

kecamatan 

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

3.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 

3.2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  

4.1. Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum 

4.1.1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan 

instansi vertikal di wilayah Kecamatan 

4.2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah 

4.2.1. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya 

dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian 

Negara RI 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan 

Kepala Daerah  

5.1.1. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan 

Lokal, Regional, dan Nasional 
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5.1.2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

6.1.1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 

6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

6.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa 

6.1.4. Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa 

6.1.5. Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD 

6.1.6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

6.1.7. Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat desa 

6.1.8. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

 

Indikator Kinerja SKPD. 

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Bungah telah ditetapkan , yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Gresik, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bungah maka, ditetapkan 

Indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan 

2. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda di Kecamatan 

3. Persentase konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi 

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

kecamatan 

5. Persentase usulan masyarakat ( Kelurahan/Desa ) yang direkomendasikan di 

Tingkat Kecamatan 

6. Persentase organisasi kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang dibina 

7. Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang dibina 

 

  Target Capaian Kinerja Kecamatan Bungah mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Gresik pada Misi Ke-2 :Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang 

baik melalui pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan 

mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan 

akuntabilitas,sebagaimana tercantum  pada table dibawah ini : 

 

NO. SASARAN INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi 

Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

Renstra 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Meningkatnya 

kualitas dan 

Kebermanfaatan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan 

Nilai Indeks 

kepuasan 

masyarakat 

pelayanan 

kecamatan 

 

80 % 

 

81 % 

 

82 % 

 

83 % 

 

84 

% 

 

85 % 

 

85 % 

 

Tabel 6. 1 Target Capaian Kinerja Kecamatan Bungah 
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BAB VII 

PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 

2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan 

strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi 

anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun. Kecamatan Bungah berkewajiban menyusun Rencana Strategis 

(RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih 

sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah adalah merupakan sasaran dan indikator 

kinerja Kecamatan Bungah yang disinergikan dengan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021- 

2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung 

pencapaian program Kepala Daerah. 

Rencana strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021-

2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan 

kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang 

tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan 

Bungah sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan 

Bungah. 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Tahun 2021-2026 

disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-

2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak 

demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan. 

Demikan semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk 

mendukung Pemerintahan Kabupaten Gresik demi mewujudkan Gresik yang lebih 

baik. 

Bungah,  01  September  2021 

CAMAT BUNGAH 

 

 

 

MUNIR, S.Sos., M.Si 

Pembina 

NIP. 19650320 198603 1 011 



Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30

awal 1 2 3 4 5 akhir 7  UNSUR KEWILAYAHAN

7 1  KECAMATAN 830.931.000         887.238.000          1.202.978.000       1.516.042.000       1.767.275.000       

7 1  KECAMATAN BUNGAH        4.286.166.000       3.758.039.000        3.979.848.000        4.465.363.000        5.054.744.000        5.618.340.000 

79,6 80 81 82 83 84 85 7 1 1
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

3.939.149.000       3.371.147.000      3.544.958.000       3.968.748.000       4.448.446.000       4.957.065.000       

Persentase ketercapaian sasaran 
program OPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat

7 1 1 2 01
Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja 
Perangkat daerah

Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 3 dokumen
3 

dokumen
29.999.800            3 dokumen 29.000.000           3 dokumen 29.000.000            3 dokumen 33.500.000            3 dokumen 39.500.000            3 dokumen 43.500.000            Sekretariat

Dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi

7 1 1 2 01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan 
penganggaran OPD

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran  60 Buku  60 Buku 9.999.800               6 
dokumen 

9.000.000              6 dokumen 9.000.000               6 
dokumen 

13.000.000             6 dokumen 18.000.000             6 dokumen 20.000.000            Sekretariat
Renstra, Renja, RKA, 
DPA, Schedule, RAK

7 1 1 2 01 06
Koodinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian dan realisasi 
kinerja yang disusun

Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja  70 Buku  70 Buku 13.500.000             7 Laporan 13.500.000            7 Laporan 13.500.000             7 Laporan 13.500.000             7 Laporan 13.500.000             7 Laporan 13.500.000            Sekretariat
LKjIP, LKPJ, LPPD, 
LHKASN, PK, Rencana 
Aksi, IKI/IKU

7 1 1 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan kinerja yang 
dievaluasi 

Jumlah laporan evaluasi kinerja  12 Buku  12 Buku 6.500.000               3 Laporan 6.500.000              3 Laporan 6.500.000               3 Laporan 7.000.000               3 Laporan 8.000.000               3 Laporan 10.000.000            Sekretariat
Monev Renja, Monev 
Rencana Aksi, 
Laporan APBD

7 1 1 2 02
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

Jumlah penyediaan administrasi 
keuangan Perangkat Daerah

Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan 
penyusunan laporan keuangan 

12 bulan 12 bulan 3.402.850.000       12 bulan 2.927.108.000      12 bulan 3.092.610.000       12 bulan 3.274.385.000       12 bulan 3.552.702.000       12 bulan 3.867.065.000       Sekretariat

7 1 1 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah pembayaran gaji dan 
tunjangan ASN

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 bulan  12 bulan 3.402.850.000        12 bulan 2.927.108.000       12 bulan 3.092.610.000        12 bulan 3.262.385.000        12 bulan 3.538.702.000        12 bulan 3.851.065.000       Sekretariat

7 1 1 2 02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan yang 
disusun

Jumlah laporan keuangan  5 Laporan 12.000.000             5 Laporan 14.000.000             5 Laporan 16.000.000            Sekretariat

Laporan Keuangan, 
LRA, Prognosis, 
SPJ Fungsional, 
Admnistratif

7 1 1 2 06
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Jumlah penyediaan administrasi 
umum Perangkat daerah

Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran 12 bulan 12 bulan 90.537.375            12 bulan 59.093.250           12 bulan 59.093.250            12 bulan 99.200.000            12 bulan 149.000.000          12 bulan 197.500.000          Sekretariat

7 1 1 2 06 01
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen dan 
alat listrik

Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik -                          -                -                              10 jenis 13.000.000            10 jenis% 15.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 06 02
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis 2 jenis 21.754.225            6 jenis 32.000.000            6 jenis 36.000.000            6 jenis 40.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah  penyediaan bahan logistik 
kantor

Jumlah  penyediaan baha logistik kantor 12 Bulan 12 Bulan 25.973.250            12 bulan 25.973.250           12 bulan 25.973.250            12 bulan 30.000.000            12 bulan 45.000.000            12 bulan 50.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah barang yang dicetak dan 
digandakan

Persentase barang yang dicetak dan digandakan 5 Jenis 5 Jenis 9.999.900              5 jenis 9.000.000             5 jenis 9.000.000              5 jenis 9.000.000              5 jenis 20.000.000            5 jenis 22.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan 
bacaan/majalah

Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah 3 jenis 3 jenis 3.120.000              2 jenis 3.120.000             2 jenis 3.120.000              2 jenis 3.200.000              2 jenis 5.000.000              2 jenis 5.500.000              Sekretariat

7 1 1 2 06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD

Persentase rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi yang difasilitasi

Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi 100 Persen
 100 

Persen 
29.690.000             100 

Persen 
21.000.000            100 Persen 21.000.000             100 

Persen 
25.000.000             100 Persen 30.000.000             100 Persen 65.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 07
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Persentase Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang tesedia

Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia 9 jenis 9 jenis 45.571.520            9 jenis 39.995.750           9 jenis 48.304.750            9 jenis 45.000.000            10 jenis 55.744.000            10 jenis 85.000.000            Sekretariat

Meningkatkan 
kualitas dan 

kebermanfaatan 
pelayanan publik 

di kecamatan

Formulasi sesuai Peraturan 
Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan 
Publik

Nilai Indeks 
kepuasan 

masyarakat 
pelayanan 
kecamatan

2025 2026
Bidang  Catatan 

2024Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja

Formulasi
Target Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
Formulasi Penghitungan Baseline

2021 2022 2023



Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30

2025 2026
Bidang  Catatan 

2024Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja

Formulasi
Target Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
Formulasi Penghitungan Baseline

2021 2022 2023

7 1 1 2 07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya

Persentase Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang tesedia

Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia 100 Persen
100 

Persen
45.571.520            100 Persen 39.995.750           100 Persen 48.304.750            100 Persen 45.000.000            100 Persen 55.744.000            100 Persen 85.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa 
penunjang urusan Pemerintahan 
Daerah

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan 
Daerah

12 bulan 12 bulan 254.290.313          12 bulan 248.750.000         12 bulan 248.750.000          12 bulan 321.500.000          12 bulan 350.500.000          12 bulan 369.000.000          Sekretariat

7 1 1 2 08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, 
air dan telepon

Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan  12 bulan 37.792.063             12 bulan 32.250.000            12 bulan 32.250.000             12 bulan 35.000.000             12 bulan 62.000.000             12 bulan 65.000.000            Sekretariat

7 1 1 2 08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan pendukung 
kegiatan kantor

Jumlah jasa peralatan pendukung kegiatan kantor 3 Jenis  3 Jenis 6.498.250               4 Jenis 6.500.000              4 Jenis 6.500.000               4 Jenis 6.500.000               4 Jenis 8.500.000               4 Jenis 9.000.000              

7 1 1 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Jumlah fasilitasi pembayaran jasa 
pelayanan dan administrasi kantor

Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi 
kantor

12 bulan  12 bulan 210.000.000           12 bulan 210.000.000          12 bulan 210.000.000           12 bulan 280.000.000           12 bulan 280.000.000           12 bulan 295.000.000          Sekretariat

7 1 1 2 09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
barang milik daerah

Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan  12 bulan 115.899.992           12 bulan 67.200.000            12 bulan 67.200.000             12 bulan 195.163.000           12 bulan 301.000.000           12 bulan 395.000.000          

7 1 1 2 09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
kendaraan dinas jabatan

Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan  12 bulan  12 bulan 33.600.000             12 bulan 33.600.000            12 bulan 33.600.000             12 bulan 33.600.000             12 bulan 50.000.000             12 bulan 55.000.000            

7 1 1 2 09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan Pajak dan 
Perijinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
kendaraan dinas operasional

 Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bulan 12 bulan 67.200.000            12 bulan 33.600.000           12 bulan 33.600.000            12 bulan 45.000.000            12 bulan 90.000.000            12 bulan 95.000.000            

7 1 1 2 09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
peralatan kantor

Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 16.000.000            12 bulan 18.000.000            

7 1 1 2 09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
gedung kantor

Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor 1 gedung 93.563.000            2 gedung 120.000.000          2 gedung 200.000.000          

7 1 1 2 09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

7 1 4
Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
sarana dan prasarana gedung kantor

Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung 
kantor

12 bulan 15.099.992            12 bulan 23.000.000            12 bulan 25.000.000            12 bulan 27.000.000            

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

14.516.000            11.724.000           13.250.000            14.949.000            16.891.000            18.921.000            Pemerintahan

Tingkat Kematangan Pelayanan 
Publik

Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan 
justifikasi melandai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dengan 
interval 1-5

2 2 14.516.000            2 11.724.000           2 13.250.000            3 14.949.000            3 16.891.000            4 18.921.000            
Sekretariat 
dan/atau 
Pemerintahan

7 01 02 2 02

Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang tidak 
dilaksanakan oleh unit kerja 
perangkat daerah yang ada di 
kecamatan

Jumlah kegiatan peningkatan 
pelayanan publik

Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik 1 kegiatan 1 kegiatan 14.516.000            11.724.000           1 kegiatan 13.250.000            1 kegiatan 14.949.000            1 kegiatan 16.891.000            1 kegiatan 18.921.000            

7 01 02 2 02 03
Peningkatan Efektifitas 
pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di wilayah kecamatan

Jumlah fasilitasi pembinaan 
administrasi kependudukan

Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan 1 kali 1 kali 14.516.000            1 kali 11.724.000           13.250.000            1 kali 14.949.000        1 kali 16.891.000        2 kali 18.921.000        

7 01 03
 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN

206.216.000          222.756.000         237.708.000          269.068.000          299.593.000          340.570.000          

Persentase RKPDes yang ditetapkan 
tepat waktu

50% 69% 77% 85% 92% 96% 100% Pembangunan

Persentase Pelaku Ekonomi di 
Wilayah Kecamatan yang difasilitasi

75% 77% 80% 85% 89% 94% 100% Ekonomi



Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30

2025 2026
Bidang  Catatan 

2024Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja

Formulasi
Target Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
Formulasi Penghitungan Baseline

2021 2022 2023

Persentase Lembaga Ekonomi 
Masyarakat yang difasilitasi

77% 79% 83% 85% 88% 93% 100% Ekonomi

7 1 6
Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan tingkat Kecamatan 
yang dibina

60% 70% 70% 80% 80% 90% 100% Kesra

7 01 03 2 01
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 
Desa

Pembangunan 
& Ekonomi

Jumlah fasilitasi kegiatan 
pemberdayaan desa

Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa 12 bulan 12 bulan 92.599.920            12 bulan 95.500.000           12 bulan 114.000.000          12 bulan 114.000.000          12 bulan 119.593.000          12 bulan 125.000.000          

7 01 03 2 01 01
Peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan didesa

Pembangunan

Jumlah peserta Musrenbang 
kecamatan

Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan 150 Orang  150 orang 37.425.000            150 orang 40.000.000           150 orang 47.000.000            150 orang 47.000.000            150 orang 50.000.000            150 orang 55.000.000            

7 01 03 2 01 03
Peningkatan efektifitas kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di 
wilayah kecamatan

Ekonomi

Jumlah lembaga ekonomi desa yang 
difasilitasi

Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi 22 desa 22 desa 55.174.920            22 desa 55.500.000           22 desa 67.000.000            22 desa 67.000.000            22 desa 69.593.000            22 desa 70.000.000            

7 01 03 2 03
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Pembangunan 
& Ekonomi

Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga 
kemasyarakatan tingkat kecamatan

Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat 
kecamatan

12 bulan 12 bulan 113.616.080          12 bulan 127.256.000         12 bulan 123.708.000          12 bulan 155.068.000          12 bulan 180.000.000          12 bulan 215.570.000          

7 01 03 2 03 01
Penyelenggaraan Lembaga 
Kemasyarakatan

Kesra

Jumlah fasilitasi lembaga 
kemasyarakatan dibidang 
pemberdayaan masyarakat

Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan 
masyarakat

12 bulan 12 bulan 113.616.080          12 bulan 127.256.000         12 bulan 123.708.000          12 bulan 121.000.000          12 bulan 150.000.000          12 bulan 165.570.000          

7 01 03 2 03 04
Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat

Ekonomi

Jumlah pelaku ekonomi diwilayah 
kecamatan yang difasilitasi

Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi -                          -                22 Desa 34.068.000            22 desa 30.000.000            22 desa 50.000.000            

7 01 04
PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM

54.675.000            50.804.000           56.894.000            66.437.000            78.232.000            89.873.000            Trantib

Persentase Penyelesaian Konflik di 
Kecamatan yang difasilitasi

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tantrib

7 01 04 2 01
Koordinasi upaya penyelenggaraan 
pemerintahan dan ketertiban umum

Jumlah pelaksanaan koordinasi 
penyelenggaraan Tarntibum

Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum 12 bulan 12 bulan 40.675.060            12 bulan 40.500.000           12 bulan 42.500.000            12 bulan 55.000.000            12 bulan 60.000.000            12 bulan 65.000.000            

7 01 04 2 01 01
Sinergitas dengan kepolisian Negara 
Republik Indonesia, TNI dan instansi 
vertikal di wilayah Kecamatan

Trantib

Jumlah pelaksanaan kegiatan 
pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan 12 bulan 12 bulan 40.675.060            12 bulan 40.500.000           12 bulan 42.500.000            12 bulan 55.000.000            12 bulan 60.000.000            12 bulan 65.000.000            

7 01 04 2 02
Koordinasi penerapan dan 
penegakan peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah

Jumlah koordinasi penegakan dan 
penegakan Perda dan Perkada

Jumlah koordinas kegiatan penegakan Perda dan Perkada 12 bulan 12 bulan 13.999.940            12 bulan 10.304.000           12 bulan 14.394.000            12 bulan 11.437.000            12 bulan 18.232.000            12 bulan 24.873.000            

7 01 04 2 02 01

Koordinasi/sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang tugas 
fungsinya dibidang penegakan 
Peraturan Perundang-undangan 
dan/atau Kepolisian Negara RI

Trantib

Jumlah pelaksanaan kegiatan 
penegakan Perda dan Perkada

Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada 12 bulan 12 bulan 13.999.940            12 bulan 10.304.000           12 bulan 14.394.000            12 bulan 11.437.000            12 bulan 18.232.000            12 bulan 24.873.000            

7 01 05
 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

-                              21.885.000           24.940.000            29.897.000            35.560.000            41.626.000            

Persentase Penugasan Kepala 
Daerah yang difasilitasi

0% 100% 100% 100% 100% 100% Pemerintahan

7 01 05 2 01
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum sesuai dengan 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah penyelenggaraan 
pemerintahan umum sesuai 
penugasan Kepala Daerah

Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan 
Kepala Daerah

-                              1 kali 21.885.000           1 kali 24.940.000            4 kali 29.897.000            4 kali 35.560.000            4 kali 41.626.000            

7 01 05 2 01 08

Pembinaan Kerukunan Antarsuku 
dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, 
dan Golongan Lainnya Guna 
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan Nasional

Pemerintahan

Jumlah pelaksanaan FKUB Jumlah pelaksanaan FKUB  1 kali 21.885.000            1 kali 24.940.000             1 kali 20.000.000             1 kali 24.560.000             1 kali 25.626.000            

7 01 05 2 01 08
Pelaksanaan Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pemerintahan



Baseline

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30

2025 2026
Bidang  Catatan 

2024Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Kinerja

Formulasi
Target Urusan/Bidang Urusan/Perangkat 

Daerah/Program
Formulasi Penghitungan Baseline

2021 2022 2023

Jumlah pelaksanaan Forkopimcam Jumlah pelaksanaan Forkopimcam  3 kali 9.897.000               3 kali 11.000.000             3 kali 16.000.000            

7 01 06
 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN 
DESA

71.610.000            79.723.000           102.098.000          116.264.000          176.022.000          170.285.000          

Persentase APBDes yang ditetapkan 
tepat waktu

85% 92% 96% 100% 100% 100% 100% Pemerintahan

7 01 06 2 01
Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 12 bulan 12 bulan 71.610.000            12 bulan 79.723.000           12 bulan 102.098.000          12 bulan 116.264.000          12 bulan 176.022.000          12 bulan 170.285.000          

7 01 06 2 01 01
Fasilitasi penyusunan Peraturan 
Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pemerintahan

Jumlah Perdes dan Perkades yang 
disusun

Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun
 44 

dokumen 
14.999.880             44 

dokumen 
13.000.000            44 

dokumen 
15.000.000             44 

dokumen 
15.264.000             44 

dokumen 
18.000.000             44 

dokumen 
20.000.000            

7 01 06 2 01 02
Fasilitasi Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa

Pemerintahan

Jumlah fasilitasi pembinaan 
administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa 12 bulan 15.000.000           12 bulan 13.098.000            12 bulan 19.000.000            12 bulan 22.000.000            12 bulan 30.000.000            

7 01 06 2 01 03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Desa dan pendayagunaan aset desa

Pemerintahan

Jumlah fasilitasi pembinaan 
pengelolaan keuangan desa dan 
aset desa

Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset 
desa

12 bulan 12 bulan 14.999.900            12 bulan 15.000.000           12 bulan 15.000.000            12 bulan 20.000.000            12 bulan 25.000.000            12 bulan 30.285.000            

7 01 06 2 01 06
Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan 
kepala desa

Pemerintahan

Jumlah desa yang melaksanakan 
Pilkades

Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades 22 desa 33.022.000            

7 01 06 2 01 07
Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan 
fungsi BPD

Pemerintahan

Jumlah pembinaan Tupoksi dan 
administrasi BPD

Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD 22 desa 15.000.000           22 desa 13.000.000            22 desa 15.000.000            22 desa 17.000.000            22 desa 20.000.000            

7 01 06 2 01 13
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif

Pembangunan

Jumlah fasilitasi penyusunan 
perencanaan pembangunan 
partisipatif

Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 
partisipatif

3 bulan 10.723.000           3 bulan 11.000.000            3 bulan 12.000.000            3 bulan 13.000.000            3 bulan 15.000.000            

7 01 06 2 01 16
Fasilitasi Penyusunan program dan 
pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat desa

Pembangunan

Jumlah pelaksanaan monev 
pembangunan

Jumlah pelaksanaan monev pembangunan 12 bulan 12 bulan 41.610.220            12              11.000.000           12 bulan 20.000.000            12 bulan 20.000.000            12 bulan 30.000.000            12 bulan 35.000.000            

7 01 06 2 01 17
Koordinasi pendampingan desa di 
wilayahnya

Pemerintahan

Jumlah fasilitasi penyusunan 
Prodeskel

Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel 22 desa 15.000.000            22 desa 15.000.000            22 desa 18.000.000            22 desa 20.000.000            

MUNIR, S.Sos., M.Si.
Pembina

NIP.19650320 198603 1 011

Bungah, 01 September 2021
CAMAT BUNGAH
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TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  

KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK 

TAHUN 2021 - 2026 

 

CAMAT BUNGAH 

  

Menimbang         :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dipandang perlu  menetapkan Rencana Strategis 

Kecamatan Bungah Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Bungah 

Kabupaten Gresik; 

 

Mengingat.        :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006              tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan Daerah; 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 19 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2021 tentang 

RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026; 

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten 

Gresik; 

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 56 Tahun 2020                         tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 02 tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 ; 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan :  KEPUTUSAN CAMAT BUNGAH KABUPATEN GRESIK TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK 

TAHUN 2021 - 2026. 

Pasal 1 

 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

- 2026 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN BUNGAH 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

BAB V  RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 



INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

BAB  VII PENUTUP 

Pasal 2 

 

Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam 

Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.  

Pasal 3 

 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

- 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan 

Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.   

 

Pasal 4 

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

               Disahkan di   : Bungah 

               Pada tanggal  : 01 September 2021 
 

 

CAMAT BUNGAH 
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